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Sehubungan dengan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Aceh Nomor : S- 40
/WKN.01/2019, tanggal 30 Januari 2019 Hal Pelaksanaan Percepatan Sertipikasi
Barang Milik Negara berupa tanah pada Kementerian/Lembaga tahun 2019.
Berkenaan dengan hal di atas, guna menuntaskan percepatan pensertipikatan BMN
berupa tanah pada Kementerian/Lembaga, kami mohon bantuan Saudara untuk
melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Persertipikatan BMN tahun 2019, meliputi :

1) Menginput daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun
2019 ke dalam aplikasi SIMANTAP untuk mempermudah pelaporan progress
persertipikatan BMN;

2) Menyampaikan daftar nominatif bidang-bidang tanah yang akan
disertipikatkan tahun 2019 kepada seluruh satuan kerja untuk
ditindaklanjuti;

3) Berkoordinasi dengan satker agar menyiapkan kelengkapan dokumen dan
mengajukan berkas permohonan pensertipikatan BMN kepada Kantor
Pertanahan setempat di awal tahun 2019;

4) Berkoordinasi dengan KPKNL sesuai dengan lokasi bidang tanah guna
membahas permasalahan persertipikatan BMN berupa tanah dan
penyelesaian pensertipikatan;

5) Menyusun dan melaporkan progress pelaksanaan sertipikasi BMN melalui
aplikasi SIMANTAP ke KPKNL sesuai dengan lokasi bidang tanah.

b. Perbaikan database BMN berupa tanah, meliputi :

1) Memastikan bahwa satuan kerja telah menginput seluruh BMN berupa
tanah baik yang sudah bersertipikat maupun yang belum bersertipikat ke
dalam aplikasi SIMANTAP dengan update sesuai dengan kondisi terakhir;

2) Melakukan verifikasi data tanah yang diinput ke dalam SIMANTAP
dibandingkan dengan data tanah di SIMAK BMN;

3) Mengkoordinasikan dan menyampaikan progress kegiatan pada butir 1) dan
2) tersebut dengan KPKNL.



c. Penyusunan usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan
tahun 2020 meliputi :

1) Menyusun tambahan daftar indikatif bidang tanah yang akan
disertipikatkan tahun 2020, mengingat jumlah bidang tanah yang belum
bersertipikat per 31 Desember 2018 masih 3.882 bidang;

2) Memastikan bahwa semua bidang tanah yang diusulkan untuk
disertipikatkan tahun 2020 telah diinput ke dalam aplikasi SIMANTAP;

3) Melakukan koordinasi dengan KPKNL untuk memverifikasikan kelengkapan
dokumen untuk persiapan pengajuan permohonan pensertipikatan di tahun
2020.

d. Penyusunan rencana penuntasan pensertipikatan seluruh bidang tanah yang
belum meliputi :

1) Memetakan seluruh bidang tanah yang belum bersertipikat sesuai dengan
lokasi tanah (kota/kabupaten) guna memudahkan pengusulan
penganggaran pensertipikatan ke Kementerian ATR/BPN;

2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan semua bidang tanah
yang belum bersertipikat antara lain tidak memiliki atas hak, bersengketa,
tidak diketahui batas-batasnya; dan

3) Menyusun rencana penyelesaian persertipikatan, seluruh bidang tanah
sampai dengan tahun 2021;

4) Menyampaikan data hasil pemetaan, identifikasi dan inventarisasi, serta
rencana penyelesaian sebagaimana dimaksud pada butir 1), 2), dan 3)
kepada KPKNL.

e. Penyampaian hasil kegiatan pelaksanaan sertipikasi BMN, meliputi :
1) Melakukan koordinasi dengan KPKNL dalam hal terdapat permasalahan-
permasalahan terkait kegiatan pada butir 4 a. sampai dengan 4 d;
2) Melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan pada butir 4 a.
sampai dengan 4 d. paling lambat tanggal 4 Februari 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.
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Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Kanwil DJKN Banda Aceh;

4. Yth. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh;

5. Yth. Ketua Mahkamah Syar’iyah Kab/Kota Se-Aceh.



